PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2\8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

Menimbang

Mengingat

a.

(DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,
bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan RI Nomor: PR.O1.06/A/27916/2023 Tanggal 26
Juni 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan
TA 2025 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Samosir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Lokus Bidang Kesehatan Melalaui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4346);
4. Undang — Undang Nomor 33.......... /




10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri .......... /



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

|

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021
Nomor 41 Seri D Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 06 Tahun 2022
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6

Seri E Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokus Bidang
Kesehatan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun
Anggaran 2025.

Menetapkan Lokus Bidang Kesehatan Melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal {{ Jyu 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO'T. GULTOM




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR
TANGGAL :
TENTANG :

: Q'8 TAHUN 2024

it Juu 2024

PENETAPAN LOKUS BIDANG
KESEHATAN MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN LOKUS BIDANG KESEHATAN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

No

MENU KEGIATAN

RINCIAN MENU
KEGIATAN

LOKASI

Sub Bidang Penguatan System dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan

Penguatan Puskesmas

Renovasi /
Penambahan Ruang

Puskesmas Sirait

Rumah Dinas

Puskesmas Lontung

Penguatan Puskesmas
Pembantu

Renovasi Pustu

1. Pustu Partungko
Naginjang (Kec. Harian)

2. Pustu Lintong Nihuta
(Kec. Ronggur Nihuta)

3. Pustu Salaon Tonga-
Tonga (Kec. Ronggur
Nihuta)

4. Pustu Siogung-ogung
(Kec. Pangururan)

5. Pustu Rianiate (Kec.
Pangururan)

Peningkatan Sarana /
Prasarana Instalasi
Farmasi

Cold Chain

Kabupaten Samosir

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM




